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Dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi akibat turunnyanilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US
$) secaratgjam dan mendadak padatahun 1998. Akibat dari krisisini diperkirakan banyak perusahaan
(Debitor) dalam keadaan pailit (Insolvency) atau tidak mampu membayar utang-utangnya (insolven). Untuk
keperluan ini, hukum kepailitan (bunkrupcy law) sebagai sarana penagihan utang yang merupakan
pelaksanaan pasal 1131 dan 1132 KUH. Perdata. Undang-undang Kepailitan yang diatur dalam
Faillisements Verordenings sthl. 1905 No. 217 jo. 1906 No. 348 perlu difungsikan dan dirubah, maka
lahirlah PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tertanggal 22 April 1998, yang kemudian disahkan menjadi Undang-
undang No. 4 Tahun 1998.

Sebagal sarana penagihan utang, hukum kepailitan harus dibedakan penggunaanya dengan gugatan perdata
biasa, untuk membedakannya, maka secara umum dianut adanya keadaan Insolven (unable to pay) sebagai
persyaratan atau merupakan indikasi adanya kepailitan. Tetapi PERPU No. 1 Tabun 1998 jo. Undang-
undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengandung persyaratan ini dan telah melahirkan putusan putusan yang
mengundang perdebatan (debatable). Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 (3) PERPU No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-
undang No. 4 Tahun 1998 ini mengatur persyaratan pernyataan pailit, tetapi keadaan insolven tidak
merupakan persyaratan. Dengan demikian, Dengan mudahnya Debitor dapat dinyatakan pailit dengan hanya
memenuhi syarat-syarat: Adanya dua Kreditor, utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat
dibuktikan secara sederhana.

Menurut beberapa pakar hukum kepailitan, persyaratan yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang
kepailitan ini mempunyai kelebihan dan kecanggihan dibandingkan dengan hukum kepailitan negaralain
yang mengharuskan adanya persyaratan insolven (unable to pay) dimana undang-undang ini diharapkan
untuk menjangkau para Debitor yang tidak mau membayar utang (unwilling to pay), atau alias Debitor nakal
walaupun Debitor tersebut masih solven (able to pay debts). Tetapi kenyataan tidak demikian. Salah satu
contoh yang aktual adalah putusan perkara kepaitan PT. Manulife Indonesia, putusan ini dikritik oleh
Pemerintah Canada.

Kritikan atau kecaman ini sebenarnyatidak perlu terjadi seandainya semua pihak dapat memahami adanya
perbedaan pengertian pailit dalam perspektif negara lain dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dimana di
negaralain pailit berarti tidak mampu membayar (insolven), sedangkan pailit dalam pengertian Undang-
Undang No. 4 Tahun 1998 berarti tidak membayar utang, bila utang itu dibayar kepailitan itu tidak ada.
Disamping itu, upaya hukum pengajuan permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) dapat
digunakan untuk melawan permohonan pernyataan pailit yang digjukan Kreditor terhadap Debitor di
pengadilan niaga. Dan kepada hakim diharapkan dapat menerapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1988
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secara arif dan bijaksana.



